









































































































































































































































































































































akhir ini. Ini merupakan satu indikasi bahwa dialog sosial kurang cukup berfungsi di
Indonesia dan terdapat kecenderungan pekerja kurang percaya kepada pengusaha dan
serikat pekerja.

Di Indonesia, dialog sosial melalui lembaga kerjasama bipartit dan tripartit masih
dalam proses perkembangan. Lembaga kerjasama tripartit khusus untuk industri minyak
dan gas Indonesia belum ada. Penggunaan dialog sosial tripartit terbatas di lembaga
kerjasama tripartit nasional dan regional, sebagai contoh dalam menentukan upah
minimum dan mendiskusikan berbagai isu yang terkait dengan ketenagakerjaan.
Lembaga kerjasama bipartit telah berkembang menjadi sebuah mekanisme untuk
menyelesaikan perselisihan perburuhan. Meskipun demikian, dialog sosial di industri
minyak dan gas belum berkembang dengan baik dan perlu untuk diperkuat, khususnya
di wilayah pengembangan kapasitas untuk melakukan negosiasi dan dialog di semua
tingkat di industri minyak dan gas, dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan
perburuhan yang serius dan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan.

5.2. Usulan poin-poin untuk didiskusikan

1. Elemen-elemen apa yang menyokong hubungan industrial yang baik di industri
minyak dan gas Indonesia? Apa peran yang dimainkan pemerintah, organisasi
pengusaha dan pekerja dalam mengembangkan dan memperkuat elemen-elemen
tersebut?

2. Apa isu hubungan industrial, misalnya upah, kondisi kerja, negosiasi kolektif,
keselamatan dan kesehatan kerja, serta pekerjaan waktu terbatas, yang menjadi
perhatian khusus di industri minyak dan gas Indonesia? Bagaimana hal tersebut
seharusnya diperbaiki?

3. Bagaimana caranya agar lembaga-lembaga bipartit dan tripartit dalam sosial dialog
dapat diperbaiki dan diperbanyak jumlahnya?

4, Pengembangan kapasitas apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, organisasi
pengusaha dan pekerja yang berurusan dengan hubungan industrial di industri
minyak dan gas Indonesia, dalam rangka membangun hubungan industrial yang
baik sehingga meningkatkan produktivitas dan keuntungan?

5. Apa peran pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan
kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berhubungan dengan hak-hak
fundamental pekerja, sebagaimana ditetapkan oleh ILO, di industri minyak dan
gas Indonesia? Aktivitas apa yang seharusnya diberikan prioritas di tingkat nasional
oleh pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, dalam rangka meningkatkan
dialog sosial dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan industrial yang baik
di industri minyak dan gas Indonesia?
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